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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan, terhadap penelitian 

yang dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang tentang 

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2017- 

2020 dapat ditarik kesimpulan sebagai beriku: 

1. Rasio Efektifitas pendapatan, pada tahun2017 dan 2020 tergolong sangat 

efektif karena, rasio efektifitasnya di atas 100% yaitu 110% dan pada tahun 

2020 rasio efektifitasnya 103%. Pada tahun 2018 dan 2019 rasio efektifitas 

PAD tergolong Efektif dengan nilai rasio yang dicapai pada tahun 2018 

mencapai 96% dan 2019 mencapai angka 95% 

2. Rasioderajat desentralisasi tergolong kurang. Hal ini dikarenakan 

pendapatan asli Daerah Kota Kupang mengalami penurunan dari tahun 

2017-2020. 

3. Rasioketergantungan keuangan daerah tergolong sangat tinggi. Hal Ini 

menunjukan pemerintah daerah Kota Kupang sangata tergantung dengan 

dana trasnfer yang diperoleh dari pemerintah pusat maupun pemerintah 

provinsi, dan pinjaman hal ini disebabkan karena kurangnya pendapatan asli 

daerah yang diperoleh pemerintah Daerah Kota Kupang. 

4. Rasiokemandirian keuangan daerah tergolong rendah sekali. Hal ini 

disebabkan oleh pemerintah Daerah Kota Kupang belum mampu membiayai 

sendiri penyelengaraan pemerintahanya dilihat dari realisasi penerimaan 

PAD yang relatif menurun dibandingkan penerimaan danatransfer. 
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Menurunannya komponen PAD ini disebabkan karena retribusi daerah dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak mencapai target dan 

cenderung menurun. Sementara penerimaan dana perimbangan yang relatif 

besar.  

5. Rasio pertumbuhan pendapatan menunjukan pertumbuhan pendapatan yang 

negatif dan positif. Hal ini disebabkan oleh pendapatan tahun sebelumnya 

lebih besar dibandingkan tahun 2018 dan 2020 

6. Rasio efisiensi pendapatan tergolongkan sangat efisien. Hal ini dikarenakan 

tidak terjadi pemborosan dan pemerintah Daerah Kota Kupang mampu 

menekankan biaya dalam melakukan pemungutan PAD 

7. Analisis varians belanja, menunjukan kinerjanya baik dimana terdapat 

selisih antara anggaran belanja dengan realisasi belanja bersaldo positif. 

8. Analisis pertumbuhan belanja, berdasarkan penelitian kinerja belanja 

Pemerintah Daerah Kota Kupang tahun 2017-2020 ditinjau dari analisis 

pertumbuhan belanja belum dikatakan positif. 

9. Rasio keserasiaan belanja, kinerjanya kurang baik karena pemerintah daerah 

Kota Kupang lebih banyak anggaran untuk belanja operasi dibandingkan 

untuk belanja modal.  

10. Analisis pembiayaan keuangan daerah, belum bisa dikatakan kinerjanya 

baik karena pada tahun 2019 sisa lebih perhitungan anggaranya (SiLPA) 

mengalami minus. 
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6.2 Saran  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terdapat beberapa rasio 

keuangan daerah yang tidak mecapai target yang telah ditentukan dalam 

pengukuran kinerja keuangan diantarnya adalah derajat desentralisasi, 

ketergantungan keuangan derah, kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan 

keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah, maka terdapat beberapa 

saran untuk pemerintah daerah Kota Kupang  sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi 

pendapatan yang telah ada. Inisiatif dan kemampuan Pemerintah Daerah 

sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Peningkatan PAD dapat 

dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal 

pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan 

pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi 

terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparatur daerah.  

2. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan 

untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan 

kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-

sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan 

dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya 

pendirian BUMD sektor potensial.  

3. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya 

terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan mampu membiaya 

penyelengaraan pemerintahanya sendiri. 
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